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1. 1. Jumlah 

kelembagaan dan 
masyarakat yang 
siap menghadapi 
bencana

0 0 0 20 1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan; Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana

58%                       3.550.000.000 

2. Koordinasi dengan instansi terkait di 
provinsi/kebupaten/kota dan pusat;

a. Pelatihan Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana

265 Orang                           750.000.000 

3. Melaksanakan TOT, pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi 
rawan bencana provinsi;

4. Pengumpulan/pengukuran/penyebarluasan basis 
data kebencanaan;

5. Pengumpulan data, penyusunan RPKB, dan 
legalisasi;

b. Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana

1 dokumen                       1.100.000.000 

6. Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi 
bencana;

7. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko bencana; c. Penguatan Kapasitas 
Kawasan untuk Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan Bencana

2 Kawasan                           450.000.000 

8. Melaksanakan TOT, pelaksanaan kegiatan 
penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan 
dan kesiapsiagaan bencana;

9. Pelaksanaan pembinaan/pelatihan tim reaksi cepat 
bencana;

d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana

90 Orang                           150.000.000 

10. Pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;

11. Pelaksanaan rapat koordinasi/teknis pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana kabupaten/kota;

12. Menerima dan merekapitulasi data dan informasi 
bencana, melakukan validasi data dan informasi 
bencana, melaporkan data dan informasi bencana 
ke pimpinan, penyediaan sarana prasarana 
pendukung PUSDALOPS;

13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan.

2. Jumlah 
infrastruktur 

0 0 0 5 1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan;

2. Koordinasi dengan instansi terkait di 
provinsi/kebupaten/kota dan pusat;

3. Melakukan survei harga/barang, pelaksanaan 
kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan 
kesiapsiagaan bencana, 
menginventarisir/mendistribusikan barang sesuai 
kebutuhan;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan.

2. 1. Persentase 
kejadian bencana 
yang dapat 
ditangani

100 100 100 100% 1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan; Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana

78%

2. Koordinasi dengan instansi terkait di 
provinsi/kebupaten/kota dan pusat;

a. Respon cepat penanganan 
darurat bencana

1 laporan                           150.000.000 

3. Pengiriman tim reaksi cepat ke lapangan, 
melakukan kaji cepat, memfasilitasi pembentukan 
pos lapangan, penetapan status bencana, 
mengkoordinir pelaksanaan penanganan darurat 

e. Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Bencana

9 Unit                       1.000.000.000 

Jumlahwarga negara termasuk 
kelompok rentan dan aparatur di 
kawasan risiko bencana tinggi 
lintas Kabupaten/Kota yang 
meningkat kemampuan dan 
keterampilannya dalam 
pencegahan dan mitigasi bencana
Dokumen sistem komando 
penanganan darurat bencana 
(SKPDB) dengan proses bisnis dan 
prosedur tetap yang dilegalkan dan 
mendapatkan dukungan 
penyediaan sarana prasarana 
kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah laporan yang memuat 
kawasan rawan bencana (perjenis 
ancaman bencana) dan/atau 
kawasan-kawasan strategis 
Kabupaten/Kota yang memiliki 
mekanisme dan prosedur tetap 
kesiapsiagaan menghadapi 
bencana

Jumlah warga negara dan aparatur 
di kawasan resiko bencana tinggi 
lintas Kabupaten/Kota yang 
terlibat gladi kesiapsiagaan 
mengetahui dan memahami 
mekanisme dan prosedur tetap 
(SOP) pengendalan operasi 
penanganan darurat bencna

Jumlah keluarga yang berada di 
kawasan risiko tinggi bencana 
lintas Kabupaten/Kota yang 
memperoleh peralatan 
perlindungan diri dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana

ANGGARANPROGRAM

(9)
Meningkatkan 
ketangguhan kawasan 
dalam menghadapi 
bencana

(2)

Jumlah laporan pelaksanaan 
respon cepat penanganan darurat 
bencana

TW III TW IV

Persentase korban bencana yang 
mendapatkan pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi

TARGET

Meningkatnya penanganan 
tanggap darurat dan 
pemulihan daerah pasca 
bencana

LANGKAH-LANGKAH/AKTIVITAS PENCAPAIAN 
TARGET INDIKATOR KINERJA

TW 1

Persentase masyarakat yang 
terlatih dalam mencegah dan 
menghadapi bencana

(3) (4) (5)

TARGET KINERJA

TAHUN 2024

NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR 

KINERJA

(8)

KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

(6)

TW II
KETERANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721
E-mail : bpbdprovsumbar@yahoo.com

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH
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4. Melakukan survei harga/barang, pelaksanaan 
kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan 
evakuasi korban bencana, 
menginventarisir/mendistribusikan 
logistik/peralatan sesuai kebutuhan;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan.

2. Persentase 
daerah pasca 
bencana yang 
dapat dipulihkan

100 100 100 100% 1. Pembentukan tim pelaksana kegiatan; Penanggulangan Bencana 2. Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana

1 sistem                           100.000.000 

2. Koordinasi dengan instansi terkait di 
provinsi/kebupaten/kota dan pusat;

a. Penanganan Pascabencana 
Provinsi

1 dokumen                           100.000.000 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis/workshop JITU 
PASNA, pelaksanaan rapat koordinasi/pertemuan 
teknis JITU PASNA, melakukan survei, verifikasi, 
monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana, penganyediaan sarana 
prasarana pendukung pemulihan pasca bencana;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan.

3. 0 78 0 0 1. Sosialisasi Renstra secara berkala dan berjenjang Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

100%

2. Memastikan Renstra menjadi acuan dalam 
penyusunan Renja dan penetapan kinerja

a. Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

1 dokumen                              73.372.000 

3. Pengendalian dan evaluasi pencapaian target 
Renstra secara berkala

4. Melaksanakan dialog kinerja secara berkala b. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD

4 dokumen                                9.926.000 

5. Menyusun cascading BPBD sampai ke level staf 
secara bersama-sama dan menetapkan target 
kinerja terhadap masing-masing level dalam 
cascading hingga level individu

c. Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

4 Laporan                                9.919.400 

6. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penetapan 
kinerja secara berjenjang dan berkala

2. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

100%

7. Memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran

a. Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN

50 orang                       6.113.706.081 

8. Memberikan sanksi bagi ASN BPBD yang tidak 
disiplin dalam membuat laporan kinerja

b. Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

12 bulan                           175.260.000 

c. Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD

13 laporan                                5.000.000 

4. 0 87 0 0 1. Penetapan standar pelayanan dengan membuat SOP 
pelayanan

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

1. Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah

100%

2. Penerapan budaya pelayanan prima sesuai SOP a. Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD

1 dokumen                                8.000.000 

3. Penerapan layanan pengaduan (SP4N lapor, whistle 
blowing, zona integritas)

b. Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD

1 dokumen                                1.500.000 

4. Menyediakan link layanan pengaduan di media 
sosial BPBD

c. Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD

1 dokumen                              11.170.000 

5. Melakukan evaluasi, sosialisasi dan upgrade media 
komunikasi BPBD (produk perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan BPBD)

2. Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

100%

6. Penyediaan ruangan klinik kebencanaan a. Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya

90                              67.500.000 

7. Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan/ 
keluhan/masukan yang disertai rekomendasi dan 
tindak lanjut perbaikan

b. Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi

3 orang                              13.908.500 

8. Membangun sistem informasi kepegawaian internal 
termasuk digitalisasi administrasi kepegawaian

3. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

100%

9. Memberdayakan tenaga IT dalam membangun 
aplikasi penunjang perkerjaan terkait persuratan, 
sarna dan prasarana, database kepegawaian dan 
arsip

a. Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

1 Paket                                6.300.000 

b. Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

1 Paket                                6.112.800 

c. Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

1 Paket                              17.375.200 

Jumlah dokumen pengkajian 
kebutuhan pasca bencana (JITU 

Jumlah dokumen perencanaan 
perangkat daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja 
triwulan yang disusun

Jumlah laporan evaluasi kinerja 
perangkat daerah

Jumlah paket bahan logistik kantor 
yang disediakan

Jumlah paket komponen Instalasi 
listrik/penerangan bangunan 
kantor yang disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan

Jumlah laporan keuangan 
bulanan/triwulan/semesteran 
SKPD dan laporan koordinasi 
penyusunan laporan keuangan 
bulanan/triwulanan/semesteran 
SKPD

Jumlah laporan hasil permbinaan, 
pengawasan dan pengendalian 
barang milik daerah skpd

Jumlah dokumen laporan 
penatausahaan barang milik 
daerah pada SKPD

Persentase Tertib Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah paket pakaian dinas 
beserta atribut kelengkapan

Persentase Tertib Administrasi 
Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen pengamanan 
barang milik daerah SKPD

Meningkatnya kualitas 
pelayanan organisasi

Tingkat kepuasan 
terhadap pelayanan 
organisasi

Persentase sinkronisasi 
perencanaan dan pelaksanaan 
kinerja perangkat daerah

Persentase Tertib Administrasi 
Keuangan

Jumlah ASN dan calon ASN yang 
dibayarkan gaji dan tunjangannya
Jumlah dokumen penatausahaan 
dan pengujian/verifikasi keuangan 
SKPD

Jumlah sistem dasar 
penanggulangan bencana yang 
dikelola dengan baik

Nilai akuntabilitas 
kinerja perangkat 
daerah

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
organisasi

Jumlah aparatur yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan

Persentase Tertib Administrasi 
Umum Perangkat Daerah



TW I TW II TW III TW IV
(1) (7) (10) (11) (12)

ANGGARANPROGRAM

(9)(2)

TW III TW IV
TARGETLANGKAH-LANGKAH/AKTIVITAS PENCAPAIAN 

TARGET INDIKATOR KINERJA
TW 1

(3) (4) (5)

TARGET KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR 
KINERJA

(8)

KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
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d. Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan

1 Paket                              16.783.200 

e. Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

1 laporan                           205.740.168 

f. Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD

1 dokumen                                4.993.100 

g. Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan

36 dokumen                                4.860.000 

4. Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

100%

a. Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

3 unit                              16.665.000 

5. Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

100%

a. Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

1 laporan                                1.500.000 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

1 laporan                           226.558.500 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

1 laporan                       1.036.183.065 

6. Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

100%

a. Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

25 unit                           251.580.000 

b. Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

12 unit                                8.280.000 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 

1 unit                              10.920.000 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

1 unit                                7.000.000 

Jumlah dokumen penatausahaan 
arsip dinamis pada SKPD

Jumlah dokumen bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan yang disediakan

Jumlah laporan penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya air dan 
listrik yang disediakan

Persentase Barang Milik Daerah 
yang berkondisi baik

jumlah kendaraan dinas 
operasional atau lapangan yang 
dipelihara dan dibayarkan pajak 
dan perizinannya

Jumlah paket barang cetakan dan 
penggandaan yang disediakan
Jumlah laporan hasil koordinasi 
dan konsultasi

Persentase ketersediaan Barang 
Milik Daerah sesuai dengan 
perencanaan

Jumlah peralatan dan mesin 
lainnya yang disediakan

Jumlah laporan penyediaan jasa 
pelayanan umum kantor yang 
disediakan

Jumlah gedung kantor dan 
bangunan lainnya  yang 
Jumlah sarana dan prasarana 
gedung kantor yang 
diperlihara/direhabilitasi

Persentase ketersediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah
Jumlah laporan penyediaan jasa 
surat menyurat

Jumlah peralatan dan mesin 
lainnya yang dipelihara

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sumatera Barat,

Dr. Ir. Rudy Rinaldy, M.T
Pembina Utama Madya

NIP. 19680624 199703 1 006


